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ABSTRAKSI

Sejarah agraria Indonesia mengenal adanya kepemilikan tanah baik oleh
raja maupun individu, jauh sebelum datangnya penjajah oleh Inggris ataupun
Belanda. Dalam jaman Kkerajaan Jawa tradisional, hubungan hokum antara
masyarakat hukum adat dengan tanahnya menciptakan hak yang memberikan
masyarakat sebagai suatu kelompok hokum, hak untuk menggunakan tanah bagi
keuntungan masyarakat. Realitas hokum adat di Jawa, setiap orang yang
membuka tanah liar atau kosong , membuka hutan, diperbolehkan mempunyai hak
milik atas tanah (erfelijk individueell bezitsrecht).

Datangnya penjajah, memberikan tekanan pada keberadaan hokum adat.
Konsep barat tentang agraria memutarbalikkan konsep hukum adat. Konsep
hukum adat yang mengedepankan ipso facto penguasaan tanah ditundukan oleh
kepemilikan tanah oleh negara. Dengan konsep domein verklaring maka semua
tanah jajahan adalah milik negara, kecuali seseorang mampu membuktikan bahwa
tanah tersebut adalah miliknya.

Berlakunya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan
Dasar Pokok-Pokok agraria (disingkat UUPA) pada tanggal 24 September 1960
telah menimbulkan pembaharuan yang bersifat mendasar dalam sistem hukum
Pertanahan Nasional dan sekaligus menjabarkan ketentuan Pasal 33 ayat (3)
Undang-Undang Dasar 1945. menurut ketentuan tersebut bumi, air, dan kekayaan
alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan
sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Perubahan fundamental pertama yang dilahirkan oleh UUPA adalah
mengganti prinsip dasar hak agraria kolonial sebagaimana tercantum dalam
Agrarisch Wet (Stb 1870 Nomor 55) dan Agrarisch Beluit (Stb 1870 Nomor 118)
dan ketentuan lainnya yang dikenal dengan nama “Domein Verklaring” yang
menegaskan bahwa semua tanah adalah milik negara kecuali bilamana dapat
dibuktikan bahwa mereka adalah pemegang hak milik atas tanah tersebut. Sejalan
dengan ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 negara bukanlah pemilik tanah
tetapi hanya mempunyai hak menguasai tanah tersebut. Hak menguasai dari
negara tersebut menurut Pasal 2 ayat (2) UUPA memberikan wewenang kepada
negara untuk :

a. mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan
pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut.

b. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-
orang dengan bumi air dan ruang angkasa.

c¢. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-
orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan

ruang angkasa.

Salah satu landasan factual lahirnya UUPA adalah bahwa hukum agraria
yang berlaku sebagian tersusun berdasarkan tujuan dan sendi-sendi dari
pemerintahan jajahan dan sebagian dipengaruhi olehnya, hal tersebut bertentangan
dengan kepentingan rakyat dan negara di dalam menyelesaikan revolusi nasional
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sekarang serta pembangunan semesta. Hukum agraria tersebut mempunyai sifat
dualisme dengan berlakunya hukum adat disamping hukum agraria yang
didasarkan atas hukum barat.

Oleh karena itu, dengan landasan tersebut maka perlu hukum agraria
nasional yang berdasarkan pada hukum adat tentang tanah, yang sederhana dan
menjamin kepastian hukum bagi seluruh rakyat Indonesia dengan tidak
mengabaikan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama.
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